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POLIEY BRIEF

Ringkasan Eksekutif

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi
suatu tujuan dalam prioritas pembangunan nasional Indonesia. Untuk
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
tinggi, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan
sejahtera. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 5DM
ASNM di Kabupaten Javawijaya, dapat dilakukan dengan cara Penyusunan
Rencana Pengembangan SDM ASN/HCDP.
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Pendahuluan

Revolus Industr 4,0 manipakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi dan diantisipasi
oleh pemerintab memufu visl SMART ASN 2024 (Faeflullah et al, 2020; MENPANAB, 2018). Smiar
ASN adalah harapan di tengab kondinl Birokras) Indotesin yahg masth becjalan tidak efektil, Pads
tahiun 2019 MNegara Indonesla bersda d| peringkat 67 darl 125 negara dalam Global Talent
Compatitivensss Index, dengan capaian nilal sebesar 2B.E1({menpan.go.d, 2020). Untuk mengejar
ketertinggalan inl peru diperlaphan generasi Smart ASN yang Inovatil, adaptif, dan progresil untuk
mrwitjudican birokrasi Berkelos dunia, Kondisi Aparatur Sipll Negara (ASN) saat ini harus mampu
beradaptasi mengikut perkembangan aman untuk menjalankan tugas pokok dan fungs (tupoksi)
dalam rmaslng-masing  lembaga (Oode, 20200 Setlabud) & Anggrainl, 2021). Dalam rangks
mielaksanalian pengelolaan sumber daya manusla (SDM) aparatur sesual dengan Undang-Undang
Mamar S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemarintah
Mamer 11 Tabun 2017 beserta perubahannnyga yang tertuang dalam Peraturan Pemarintah Nomaer
17 Tahun 2020 tentany Perubabdn atas Peraturan Pemerinteh Nomor X1 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegowal Negar Sipil (ASN] webagal legal standing:nya. Dalam peraturan toriebul
dijetaskan bahwa setiap pegawal negen sipil harus memilikl integritas dan moralitas yang baik serta
kompetens! [LAN RI, 2018). Karenanya, pengelolaan Aparatur Sipll Negara (ASN)  harus
bertransforrnasl mentju paradigma buman capltal mulal darl pernetintil pusat hingga daerah
knbupaten/kota. Human capltal adalab manusia bukan sekedar sumber days, melainkan sebagal
modal {capital] yang menghasilian pengembalian [return} dan setlap pengelusan yang dilakukan
dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas modal sebagal bagian dan keglatan Investasl
(Becker, 1992; Dovenport, 1999). Human copital dapat memberikan nilai tambah dalam l=mbaga
setiap hari, kompetens, melalui motivasi, Ramitmen, dan efektivitas kera tim (Faisa) et al, 2020).
Menurut Andrew Mayo seperti yang dikutip dalam Ongkodihardjo (2008:41) bahwa terdapat lima
kompenen penting pada Human Capital dlantaranya adalah Individual Capabiiity (Kecakapan
individu), individual Motivation (Motivasi Individu), The Organization Climate [Budaya Organisasi),
‘Workgroup Effectiveness |Efekilvitas Tim Kerja), dan Leadership [Kepemimplnan).

Pengalolaan dan pengembangan sumber daya manusia {SOM) menjadi sustu tujuan dalam prioritss
pambangunan nasional Indonesia. Dokumen Rencana Pembangunan Jlangka Panjany Masional
(RPIFN] 2005-2025 menyatakan babwa dalah satu sasaran Rencana Pembangunan langka Menengah
feasioreal (RPIMN) 2020-2024 yaitu menciptakan sumber daya manesia yang berkuafitas dan berdaya
saing tinggh Karananya arah kebjakan dan strategis reformasi birokeasi dan tata kelola dismtaranya
addalah SDM aparatur yang berintegeitas, netral, kompeten, capable, profesional, berkiner|a tinggl,
dan sefihiera, Begitu halnya dengan Rencans Pembangunan langka Menengah Dasrab (RPIMD)
Provingi Papua 2019-2023 yaitu memantapkan pembeangunan yang didukung S0M yang berkealitas
tarta kemandirian masyarakst yang hsreonis selaras depgan alam. Pelakssnaan pengelolzan
sumber daya manusia Aparatur Sipll Negara (ASN) barus disesualian dengan Keputusan Menter|
Fendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No, 609 rentang Standar Kompetens
Iabatan Pimpinan Tinggt di Daerah dan Feraturan Lembage Admimistrasi Negara (LAN) BRI No, 10
Tahun 2018 tentang Pengembsngan Kompetensi Pegawal MNegeri Sipll, Peraturan Menter|
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl No, 38 Tabun 2017 tentang Standar
Kompetensi Izbatan Aparatur Sipll Negara menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian wajib
melakukan upaya-upays yang terorgansasl guna melakGanakan pembinaan SOM/ASH sesual konsep
Human Capital. Untul dapat mencapai tujuan standarisasi kompetensi, pemerintsh perlu melakukan
penyusunan kebutuban pengembangan ASN,

Untuk mengoptimalkan upaya pengembangan SOM/ASN di tahun 2024, Pemanntzh Kabupaten
layawijayas menyusun dokumen yang berisi rencana dan evaluasi pengembangan SOMIASN di
tingkat Kabupaten layawijaya dan menjadi bagian pengembangan ASN di tingkat nasional. Dokumen
HCOP ASN Eabupaten Jayawljaya diharapkan mampu menjawab arah kebutuhan pengembangan
kompeiens| SDM/ASN yang profesional sesual dengan tunfutan prioritas pembangunan dan
kebutuhan instans| masing-masing. Dalam jangka panjang, Human Capital Development Plan (HCDP)
ASM diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilltas SDM dafam prosss perencanasn,
peningkatan sinergites perencanaan, perbaikan business process, pepingkatan kualitas layianan
publik, peningkatan humlitss perencanaan, dan pada akhirmya pencapaian pricritas pembangunan.
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Deskripsi Masalah

Kinerja ASN d| Kabupaten layawijaya menghadapl beberapa masalah utama:

Pertama, kualitas kerja ASN belum optimal karena kurangnya pemahaman pegawal terhadap
regulasi yang sering berubah-ubah. Peraturan yang tidak tetap membuat pegawai kesulitan
memahami pedoman dalam menjalankan tugas,

Keduas, keterlambatan dalam panyusunan Sasaran Kerja Pegawal [SKP) menjadi masalah signifikan.
Target kerja yang ditetapkan seringkall tidak sesuai dengan realisasi, menunjukkan adanya
ketidaksesualan antara perencanaar dan pelaksanaan.

Ketiga, pemanfaatan waktu kerja belum efisien karena penempatan pegawal yang tidak sesual
dengan kompetens! dan latar belakang pendidikan, Hal ini berdampak pada kinerja ASN secara
keseluruhan,

Keempat, program pengembangan pegawai belum sepenubinya efektif dalam meningkathian
pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas pokok. Pendidilkan dan pelatihan yang
diberikan belum sepenuhnya mendukung kinerja ASN dalam menyelésaikan tugas-tugas mereka,

Kelima, sebanyak 300 ASN dari Provinsi Papua akan dimutasikan ke Provins Papua Pegunungan.
Penempatan ASN yang tepat akan menjad! kunc keberhasilan pembangunan di daerah otonami
baru (DQB),

Keenam, ,mulai tabun 2025, Pemerintah Dagrah Jayawijaya tidak lagi menerima tenaga honorer
sesuai dengan Undang-Uindang ASN Tahun 2023, Hal il menuntut adanya peningkatan 2fisensi dan
efektivitas ASN yang ada.
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Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten layawljaya periu memberikan kesampatan bagl ASN untuk melanjutkan
stueli 51, 52, dan 53 sesual dengan kompetensi teknis atau kompetens| yang dapat menunjang karler
ASN di masa depan. Upaya inl penting untuk meningkatkan kualltas ASN melalul pendidikan yang
lebih tinggi dan kompetenst sesual perkembangan IPTEK di era revolus! industr| 4.0,

2. Pamerintah Kabupaten Jayawijaya perlu meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, ataupun workshop berbasis Human Capital Development Plan dan
Training Meed Analysis (TMA] sesual dengan kompetensl yang dibutubkan di masing-masing
organisas| perangkat daerah (OFD} Kabupaten Jayawijaya.

1. Badan Kepegawalan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Jayawljaya
pérlu melakukan rotast pegawal secara perodik guna mendoapatkan the Right Man in the Right Job,
Rotasl kerja di Kabupaten Jayawljaya |ni penting guna memaksimalkan kinerja ASN yang lebih
produlktif serta kompaetitif,

4. Badan Kepegawnian Daerah [(BKD) Kabupaten layawijaya perlu  mengoordinasikan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimblngan teknls, maupun workshop yang dibutuhkan
oleh organisasl perangkat daerah Kabupaten Pegunungan Jayawljaya secara terintegrasl, periodik,
dan berkelanjutan barbasis Human Capital Development Plan dan Training Need Analysis.

5. Pemerintah Kabupaten  Jayawijays  melalui  Sekretariat  dl omasing-masing  OPD
mengimplementasikan  Aplikesl  Sistem  Analisis  HCDP melalul  media  WEB,  yaitu
(https-/fwaberk. d/simple-tralning-analysis/). Aplikasi inl dapat membantu pemerintab Kabupaten
layawijaya dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipll Negara secara efektif
dan efisien menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalul Aplikasi Slstem Anallsis
HCDP (https://waberk.id/simple training-analysis/), Organisasi Perangkat Dagrah dopat mengetahu
jenis pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknls, workshop yang dibutuhkan oleh ASN, ASN yang
pernah dan yang belum menglkutl pengembangan kompetensi, kinerjn ASN di Kabupaten Jayawijaya,

6. Manejemen rekrutmen seleks) dan penempatan ASN perlu dipantau agar sesual dengan prinsip
mert sisterm; Hal tersebut, penting untuk memastikan manajemen rekrutmen  seleksi dan
penampatan ASN di Kabupaten Jayawijaya dilakukan melalul sistern manajemen ASN yang adil,
transparan, dan afisien,

7. Kepala Daerah Kabupaten layawiaya perdu menegakkan kedisiplinan ASN sesual dengan
peraturan yang berlaku melalul pemberian punishment bagi ASN berkineria rendab maupun reward
bagi ASN yang berdedikasi tinggl dan berprestasi. Hal inl penting guna memastikan prinsip
kepemimpinan, akuntabllitas, iklim organisasi, dan kinerja ASN di Kabupaten Jayawijayas yang tetap
terjaga kualitasnya serta dapat meningkat di masa depan.
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